SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
(SOTK)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  DESA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


DASAR HUKUM
Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan  Desa di Kabupaten Serdang Bedagai didasarkan atas terbitnya :
· Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara ;
· Undang-Unadang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
· Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Lembaga Teknis Daerah ; 
· Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Bagian Keempat Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah ;
· Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa ;
· Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

































TUGAS POKOK DAN FUNGSI
       DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas  mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yaitu merumuskan  dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pembinaan pengelolaan kelembagaan masyarakat desa, penataan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan partisipasi dan swadaya masyarakat .
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
(1) perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang fasilitasi dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, pembangunan sarana prasarana desa , kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, penataan desa ,serta evaluasi perkembangan desa;
(2) perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang kelembagaan masyarakat desa , pemberdayaan dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, perncanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa dan swadaya gotong royong  , serta pemberdayaan masyarakat desa;
(3) perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan usaha ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan, pendayagunaan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pengentasan kemiskinan.
(4) pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2.  Tugas Dan Fungsi  Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati memimpin pelaksanaan tugas dalam menyusun kebijakan, merumuskan  dan petunjuk teknis dalam bidang Bina Pemerintahan Desa ,  bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan  kawasan Perdesaan, bidang Kelembagaan, Pemberdayaan dan Sosial Budaya. 

Fungsi Kepala Dinas:
a. Penyusunan kebijakan, program kerja dan penanggungjawab pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan  desa;
b. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kepada seluruh unsur organisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa;
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, anggaran, sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Perencanaan Program serta Pelaporan SAKIP ; 
d. Perumusan penyiapan, penetapan pelaksanaan kebijakan bina pemerintahan desa;
e. Perumusan, penyiapan, penetapan pelaksanaan kebijakan Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya ;
f. Perumusan kebijakan usaha ekonomi perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan;
g. Perencanaan dan koordinasi perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dinas-dinas atau badan organisasi lain;
h. Pelaksanaan dan koordinasi penelitian untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
i. Pengevaluasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
j. Memberi masukan yang perlu kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas Kepala Dinas :
a. menerima petunjuk/ arahan sesuai disposisi atasan;
b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
d. membantu atasan dalam melaksanakan bina pemerintahan Desa, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya  serta usaha ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan ;
e. melaksanaan sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkajian dan evaluasi serta menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan desa ;
f. Menyusun rencana strategis  dan rencana kerja tahunan serta laporan pelaksanaan tugas  sesuai dengan kebijakan daerah, peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ;
g. Melaksanakan pembinaan teknis dan kerjasama dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai dengan norma, prosedur dan kewenangan yang ditetapkan ;
h. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama  dengan instansi/ lembaga terkait baik tingkat pusat, propinsi dan daerah sesuai dengan sesuai dengan norma, prosedur dan kewenangan yang ditetapkan ;
i. Mengelola perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian internal sesuai dengan kewenangan ;
j. Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan sebagai pembiayaan oprasional kegiatan serta pertanggungjawaban ;
k. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan serta pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
l. Menyusun Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas  sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
m. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsinya.
n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
o. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati dan Wakil Bupati  melalui Sekretaris Daerah;
p. melakukan pembinaan dan motivasi serta menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa dibantu oleh:
a. Sekretaris ;
b. Bidang bina pemerintahan desa ;
c. Bidang Kelembagaan,  Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya ;
d. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan  ;
e. Kelompok jabatan fungsional.


3. Tugas Dan Fungsi Sekretaris
Tugas Sekretaris :
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa dalam bidang Kesekretariatan . 
Fungsi Sekretaris :
a. Penyiapan bahan, perumusan, penyusunan  dan koordinasi kebijakan dibidang adminstrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan  Program dan keuangan ;
b. Penyiapan, penyusunan dan perumusan  rancangan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam pengelolaan keuangan
d. Penyusunan dan penyempurnaan standar penyelenggaraan kebijakan  urusan umum, pengelolaan  anggaran dan  pemberdayaan Aparatur Sipil Negara ;
e. Perencanaan dan penyusunan pengadaan kebutuhan internal maupun administratif dinas, serta pengaturan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
f. Perencanaan,  dan perumusan  penyelenggaran kebijakan kinerja dan pemberdayaan Aparatur Sipil Negara  sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
g. Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan  Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa, sesuai standar yang ditetapkan.
i. Melaksanakan tugas lain yang  diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas Sekretaris  
a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
d. mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggara tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
f. melaksanakan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara;
g. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang terdiri dari analisa kebutuhan, penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi dan administrasi keuangan lainnya, serta pelaporan dan pertanggung jawaban.
h. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
i. Mengkoordinasikan, mengumpulkan bahan  dan melaksanakan  penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai visi dan misi organisasi.
j. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsinya.
k. Melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai rencana strategis, kondisi dan hasil kerja  sebagai pedoman, tolak ukur dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
l. merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan Dinas;
m. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, data, arsip dan dokumen lainnya;
n. melaksanakan kebersihan lingkungan Dinas dan bertanggung jawab atas keamanan  kantor;
o. melaksanakan pengawasan terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara ;
p. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
q. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
r. memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;
s. memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanakaan tugas;
t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
u. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
v. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian Prestasi kerja;
w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Untuk melaksanakan fungsi dan tugas , Sekretaris dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian  Perencanaan , Keuangan dan Akuntabilitas;
3.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian :
Membantu sebagaian tugas sekretaris dalam bidang umum dan kepegawaian dalam menyusun rencana dan melaksanakan  pengelolaan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian internal, surat menyurat, perlengkapan, kearsipan serta pengolahan data Kepegawaian.
Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
a. Perumusan dan Penyusunan urusan umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Perumusan dan Penyusunan urusan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan Melaksanaan urusan persuratan dan ketata usahaan di bidang administrasi umum  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa ;
b. Melaksanakan urusan kearsipan, Pemeliharaan dokumen;
c. Menyiapkan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara;
d. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
e. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
f. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
g. membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
h. membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara ;
i. mengagendakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar ;
j. memeriksa dan meneliti surat masuk dan surat keluar ;
k. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan  Desa  serta penataan Barang Milik Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 
l. membuat laporan rutin tentang data kepegawaian, daftar urut kepangkatan, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian ;
m. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas ;
n.  membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi perlengkapan ;
o. melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor ;
p. memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas ; 
q. Penataan sistem dan Prosedur, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja ;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku ;
s. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
t. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas
Tugas Kepala sub bagian Perencanaan , Keuangan dan Akuntabilitas :
Membantu sebagian tugas sekretaris dalam bidang perencanaan,keuangan dan akuntabilitas melaksanakan  penyusunan perencanaan program kegiatan, pengelolaan Administrasi keuangan dan penyusunan laporan akhir sebagai bahan pertanggungjawaban.
Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Akuntabilitas:
a. Perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan program dan kegiatan  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Perumusan dan penyusunan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
c. Perumusan dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Akuntabilitas :
a. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang  tugasnya,  memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas ;
c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;
d. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data terpadu untuk menentukan tujuan dan sasaran dan idikator capaian kinerja program dan kegiatan. 
e. Menyusun menyiapkan dan menginformasikan laporan pencapaian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
f. menyiapkan bahan dan data   penyusunan  rencana kegiatan dan anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran  atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi, dan Subbagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
h. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
i. melaksanakan pengelolaan, koordinasi, menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pelayanan administrasi keuangan ;
j. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung,  pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ;
k. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan,  surat permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambahan uang, surat permintaan pembayaran langsung  gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil  serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
l. melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat perintah membayar ;
m. menyusun program dan kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
n. melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah ;
o. menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah  yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ;
p. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi, dan Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan ;
r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan ;
s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
Tugas Kepala bidang Bina Pemerintahan Desa :
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk tentang BPD, kerjasama desa, aparatur desa, keuangan desa,  asset pemerintahan desa, penataan desa, administrasi pemerintahan desa dan pengembangan kapasitas aparatur desa dan BPD.
Fungsi Kepala bidang Bina Pemerintahan Desa :
a. Perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, supervisi, bimbingan teknis dan melaksanakan kebijakan di bidang Bina Pemerintahan Desa yang meliputi Pengembangan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan BPD, fasilitasi penataan Desa, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, pengelolaan Keuangan dan asset Desa, Produk hukum Desa, pemilihan Kepala Desa dan  Perangkat Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa, BPD, kerjasama Pemerintahan Desa serta evaluasi perkembangan Desa;
b. Penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan pemetaan urusan Pemerintahan Desa;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
d. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
e. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai standar yang ditetapkan.


Uraian Tugas Kepala Bidang  Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan ;
b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya ;
c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib ;
d. Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang meliputi Pengembangan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan BPD, fasilitasi penataan Desa, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, pengelolaan Keuangan dan asset Desa, Produk hukum Desa, pemilihan Kepala Desa dan  Perangkat Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa, BPD, kerjasama Pemerintahan Desa serta evaluasi perkembangan Desa ;
e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku ;
f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
g. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Untuk melaksanakan fungsi dan tugas, Kepala Bidang Pemerintahan Desa  dibantu oleh :
a. Kepala seksi Pengembangan Kapasitas  Aparatur Desa dan BPD ;
b. Kepala seksi keuangan dan Asset  Desa ;
c. Kepala seksi Penataan desa dan Administrasi Pemerintahan Desa.

4.1. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD

Tugas Kepala seksi pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD :
Membantu sebagian tugas kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa dan BPD.
Fungsi Kepala seksi Pengembangan kapasitas Aparatur Desa dan BPD :
a. Penyusunan program kerja di bidang pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD ;
b. Pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD ;
c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD .
Uraian Tugas Kepala Seksi pengembangan  Aparatur Desa dan BPD :
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan  kebijakan di bidang fasilitasi dan pengembangan SDM kapasitas Aparatur Desa ;
b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa ;
c. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa ;
d. Menyiapkan, melaksanakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan fasilitasi di bidang Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) ;
e. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi tata cara pembentukan, penggantian antar waktu  Badan Permusyawaratan Desa dan tata cara musyawarah desa ;
f. Menyiapkan, melaksanakan, pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan,  kebijakan dibidang standar dan pedoman evaluasi perkembangan desa ;
g. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan ;
h. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
i. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
j. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kepala seksi pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD;
k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
l. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
m. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2. Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa

Tugas Kepala seksi Keuangan dan Asset Desa:
Membantu sebagian tugas kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam pembinaan keuangan dan asset Desa . 
Fungsi Kepala seksi Keuangan dan Asset Desa  :
a. Penyusunan program kerja di keuangan dan asset desa ;
b. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang keuangan dan asset ;
c. Penyiapan bahan kordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan asset desa ;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara intensif di bidang keuangan dan asset.
Uraian Tugas Kepala seksi Keuangan dan Asset  Desa :
a. Menyiapkan, melaksanakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, supervise dan pelaporan, bimbingan teknis kebijakan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, system informasi keuangan dan asset desa  fasilitasi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan laporan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan ;
b. Memberikan bimbingan teknis dan supervise dibidang  fasilitasi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan laporan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan;
c. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan koordinasi supervise dibidang belanja Desa (APBDes) dan  pemanfaatan asset desa ; 
d. Melaksanakan dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) ;
e. Melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan ;
f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku ;
g. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
h. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.3. Kepala Seksi Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa
Tugas Kepala Seksi Penataan desa dan Adminstrasi Pemerintahan Desa :
Membantu sebagian sebagian tugas Kepala Bidang Bina pemerintahan Desa dalam Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa .
Fungsi Kepala seksi Penataan Desa dan Administrasi Desa :
a. Penyusunan program kerja dibidang penataan Desa dan Administrasi Desa ;
b. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang penataan Desa dan Administrasi Desa;
c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penataan Desa dan administrasi Desa ;
d. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara intensif di bidang Penataan desa dan Penataan Administrasi Desa . 
Uraian Tugas Kepala Seksi Penataan desa dan Administrasi Pemerintahan Desa :
a. Menyiapkan, merumuskan, koordinasi,  pemantauan, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis, regulasi desa. dan melaksanakan kebijakan dibidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan dan kewenangan desa, urusan pemerintahan, produk hukum desa, administrasi pemerintahan desa, Sistem Informasi Desa, fasilitasi kerjasama antar pemerintah Desa tentang Penataan Desa dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah; 
b. Menyiapkan, merumuskan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan melaksanakan kebijakan dibidang fasilitasi pembentukan, penghapusan, pengabungan dan penetapan serta perubahan status desa, pembuatan peta desa dan batas wilayah desa ;
c. Menyiapkan , pembinaan ,pemantauan,evaluasi dan pelaporan  kebijakan, bimbingan teknis, di bidang pemilihan kepala desa, perangkat desa, pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa ;
d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku ;
e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
f. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan  Kawasan Perdesaan
Tugas  Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan : 
Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Tugas di bidang Usaha Ekonomi Desa  dan Pembengunan Kawasan Perdesaan.
Fungsi Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Perdesaan   :
a. Penyusunan, perumusan kebijakan usaha ekonomi masyarakat ;
b. Penyusunan, perumusan kebijakan potensi desa dan teknologi tepat guna (TTG) ;
c. Penyusunan, perumusan pembangunan kawasan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Uraian Tugas Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembengunan Kawasan perdesaan :
a. Perumusan bimbingan teknis dan fasilitasi terbentuknya BUM Desa, Pengembangan BUM Desa dan Pemanfaatan Hasil BUM Desa ;
b. Perumusan bimbingan teknis dan fasilitasi tersedianya permodalan Ekonomi Desa;
c. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervise, evaluasi dan pelaporan dan pembinaan pengelolaan Pasar Desa dan pengelolaan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran;
d. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervise, evaluasi dan pelaporan dan pembinaan pengelolaan tentang kewirausahaan desa ;
e. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan dan pembinaan kerja sama antar desa tentang peningkatan usaha ekonomi desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
f. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan, sumber daya air , pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, fasilitasi sumber daya hutan dan pertanian , serta teknologi tepat guna;
g. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan  fasilitasi konservasi lingkungan hidup desa ,pendayagunaan sumber daya air, pembinaan sumber daya pesisir  dan kelautan
h. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan fasilitasi , pemetaan  dan promosi teknologi tepat guna ;
i. Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta minitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan pemukiman desa, sarana dan prasarana transportasi dan elektrifikasi desa guna menunjang Program Pengentasan Kemiskinan ;
j. Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan.
l. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan ;
m. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya ;
n. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib ;
o. Melaksanakan sebahagian tugas atasan di bidangl usaha ekonomi masyarakat, Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan sarana Prasarana Desa ;
p. Mempersiapan konsep kebijakan perencanaan pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, Pembangunan sarana dan Prasarana Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
q. Mempersiapkan konsep kebijakan perencanaan pelaksanaan pembinaan pembangunan Kawasan Perdesaan ;
r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku ;
s. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
t. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
Untuk melaksanakan fungsi dan tugas, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan  Pembangunan Kawasan Perdesaandi bantu oleh :
a. kepala seksi Usaha  ekonomi masyarakat;
b. kepala seksi Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna ;
c. kepala seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan  dan Pengentasan Kemiskinan ;

5.1. Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat

Tugas Kepala Seksi Usaha Ekonomi masyarakat  ;
Membantu sebagaian tugas Kepala Bidang Usaha ekonomi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat .
Fungsi Kepala seksi Usaha Ekonomi Masyarakat :
a. Penyusunan program kerja di bidang usaha ekonomi masyarakat ;
b. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang usaha ekonomi masyarakat ;
c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat ;
d.   melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara intensif di bidang usaha ekonomi masyarakat.
Uraian tugas Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat :
a. Membantu kepala Bidang dalam merumuskan bimbingan teknis dan fasilitasi terbentuknya BUM Desa, Pengembangan BUM Desa dan Pemanfaatan Hasil BUM Desa ;
b. Melaksanakan kebijakan bimbingan teknis dan fasilitasi tersedianya permodalan Ekonomi Desa ;
c. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervise, evaluasi dan pelaporan dan pembinaan pengelolaan Pasar Desa , pengelolaan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran dan permodalan ekonomi Desa serta fasilitasi ekonomi masyarakat  ;
d. Melaksanakan meningkatkan permodalan melalui pengembangan permodalan kerja sama, manajemen pengelolaan kredit ;
e. Meningkatkan sistem perkreditan perdesaan melalui pengembangan informasi kredit percontohan, kerjasama antar lembaga kredit dan pengembangan pola simpan pinjam ;
f. Monitor pelaksana pemberian simpan pinjam perempuan ;
g. Membina dan memonitoring pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ;
h. Meningkatkan produktivitas wira usaha masyarakat desa dan pengembangan pola kemitraan dala berproduksi ;
i. Pemanfaatan pasar desa dalam upaya peningkatan distribusi dan pemasaran;
j. Kebijakan, bimbingan teknis, supervise, evaluasi dan pelaporan dan pembinaan pengelolaan fasilitasi usaha ekonomi mikro dan pengembangan kewiraanusahaan Desa ;
k. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan dan pembinaan kerja sama antar desa tentang peningkatan usaha ekonomi desa ;
l. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan ;
m. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya ;
n. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib ;
o. Menyiapkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan teknis dalam hal bantuan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ;
p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dengan ketentuan yang berlaku ;
q. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
r. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan daftar penilaian prestasi kerja ;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.2. Kepala Seksi Potensi Desa dan Teknoligi Tepat Guna

Tugas Kepala seksi Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna :
Membantu sebagian tugas kepala bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan di bidang Potensi desa dan teknologi tepat guna.
Fungsi Kepala seksi Potensi Desa :
a. Penyusunan Program kerja dibidang potensi desa dan Teknologi tepat guna ;
b. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang potensi desa dan Teknologi Tepat Guna ;
c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Potensi desa dan TTG ;
d. Pelaksanaan pembinaan , monitoring dan evaluasi secara intensif di bidang potensi desa dan TTG .
Uraian Tugas Kepala Seksi Potensi Desa  dan Teknologi Tepat Guna  (TTG):
a. Merumuskan, melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan potensi desa berupa sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup serta sumber daya manusia ;
b. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan fasilitasi konservasi lingkungan hidup desa;
c. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan fasilitasi, pemetaan, pemasyarakatan dan  promosi teknologi tepat guna ; 
d. Menyebarluaskan informasi tentang manfaat TTG ;
e. Membentuk wartekdes (warung teknologi desa);
f. Membentuk pos pelayanan TTG ;
g. Membentuk kelompok kerja TTG ;
h. Menginventarisasi dan identifikasi TTG desa ;
i. Mengkaji TTG dan menguji coba TTG ;
j. Melaksanakan studi lapangan tentang TTG dan kerjasama dengan lembaga pendidikan ;
k. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang TTG ;
l. Membantu pengembangan TTG ;
m. Menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan ;
n. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
o. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksana tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
p. Menyampaikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
q. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
r. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan daftar penilaian prestasi kerja ;
s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.3. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan 
Tugas Kepala seksi Pembangunan kawasan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan  :
Membantu sebagian tugas kepala bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam tugas pembangunan kawasan perdesaan dan pengentasan kemiskinan  .
Fungsi Kepala seksi Pembangunan kawasan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan  :
a. Penyusunan program kerja di bidang Pembangunan kawasan perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan  ;
b. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang Pembangunan kawasan perdesaan dan  Pengentasan Kemiskinan  ;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan kawasan perdesaan dan pengentasan kemiskinan  ;
d. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara intensif di bidang pembangunan kawasan perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan  .
Uraian Tugas Kepala seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan  dan Pengentasan Kemiskinan :
a. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pembentukan kawasan pedesaan. 
b. Melaksanakan kebijakan dibidang pembangunan sarana dan prasarana analisa ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitasi usaha dan pemasaran ;
c. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan dan pembinaan kerja sama antar desa tentang peningkatan pengembangan kawasan perdesaan ;
d. Memberikan bimbingan teknis ,supervisi, evaluasi dibidang pendampingan manajemen dan teknis, dan menyiapkan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan ;
e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan  standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kerjasama antar lembaga dan kemitraan ;
f. Mengembangkan Pembangunan kawasan  desa dan pemukiman daerah  berbatasan ;
g. Pengembangan Pembangunan kawasan desa kumuh dan daerah tertinggal ;
h. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta minitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan pemukiman dan lingkungan pemukiman  desa ;
i. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta minitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana dan prasarana trasportasi desa ;
j. Melaksanakan kebijakan,  standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta minitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana dan prasarana produksi dan sarana prasarana pemasaran ;
k. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta minitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan sarana elektrifikasi desa dan bina pengelolaan fasilitasi pembangunan prasarana elektrifikasi desa ;
l. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta minitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana telekomunikasi desa dan bina pengelolaan fasilitasi prasarana telekomunikasi desa ; 
m. Merumuskan, melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan hutan ;
n. Merumuskan, melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supevisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pertambangan;
o. Merumuskan, melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supevisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan investasi;
p. Merumuskan, melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supevisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pengentasan kemiskinan;
q. Menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan ;
r. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya ;
s. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksana tugas berjalan dengan lancar dan tertib ;
t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku ;
u. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
v. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan daftar penilaian prestasi kerja ;
w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Kelembagaan,  Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya.
Tugas Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya:
Membantu tugas kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya .
Fungsi Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya :
a. Penyusunan, Perumusan kebijakan pelayanan dasar, pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga ;
b. Penyusunan, kebijakan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa dan swadaya gotong-royong ;
c. Penyusunan, perumusan kebijakan kelembagaan masyarakat desa dan sosial budaya ;
Uraian Tugas Kepala Bidang  Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya :
a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan  standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kerjasama antar lembaga masyarakat  desa dan kemitraan ; 
b. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat ;
c. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan Posyandu, PHI dan pelayanan kesehatan desa lainnya ;
d. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan pendidikan desa ;
e. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan perempuan dan anak ;
f. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan sosial ;
g. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan fasilitasi adat dan kearifan lokal ;
h. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan fasilitasi seni budaya ;
i. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa ;
j. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan media informasi masyarakat ; 
k. Membantu kepala Dinas dalam Pelaksanaan  kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang Pemberdayaan masyarakat perdesaan ;
l. Pelaksanaan  kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa ;
m. Pelaksanaan  kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembelajaran masyarakat desa dan bina pengelolaan pendampingan serta kaderisasi masyarakat desa ;
n. Pelaksanaan  kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi perencanaan partisifatif dan bina pengelolaan fasilitasi pembangunan partisipatif;
o. Pelaksanaan  kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi advokasi hukum dan bina pengelolaan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat  desa(LPM) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
p. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan ;
q. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya ;
r. Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang 
s. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib ;
t. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
u. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
Untuk melaksanakan fungsi dan tugas , Kepala Bidang  Kelembagaan, sosial Dasar dan Pemeberdayaan Masyarakat  dibantu oleh:
a. kepala seksi   pelayanan  dasar  dan PKK ;
b. Kepala seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masayarakat Desa dan Swadaya Gotong royong ;
c. Kepala seksi Kelembagaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya. 

6.1. Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan PKK
Tugas Kepala Seksi Pelayanan dasar  dan PKK  :
Membantu sebagian tugas Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan   Masyarakat dan Sosial Budaya dalam tugas  Pelayanan dasar  dan PKK.
Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Dasar  dan PKK :
a. Penyusunan dan merumuskan Program Sarana dan Prasarana Pelayanan dasar ;
b. Penyusunan dan merumuskan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga;
c. Penyusunan dan merumuskan Program peleyanan kesehatan desa, pendidkan desa, kesejahteraan Perempuan dan anak, kearifan lokal ;
Uraian Tugas Kepala Seksi  Pelayanan Dasar dan PKK :
a. Membantu kepala bidang  melaksanakan kebijakan,  standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar ;
b. Melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan Desa (Posyandu, PHI), Pelayanan pendidikan Desa, serta pengembangan akses informasi masyarakat ;
c. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  (PKK) ;
d. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan perempuan dan anak ;
e. Merumuskan kebijakan Program memberikan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT – AS);
f. Merumuskan kebijakan Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN- OTA);
g. Merumuskan kebijakan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah dengan (PSN- DBD);
h. Merumuskan kebijakan Program Penanggulangan bahaya AIDS dan Narkoba;
i. Merumuskan kebijakan Program  Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W- KSS);
j. Mengadakan peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga dan gangguan akibat kekurangan Yodium (GAKY).
k. Merencanakan pembangunan masyarakat desa yang berwawasan gender serta pembinaan terhadap tokoh-tokoh perempuan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan ;
l. Mengembangkan hidup berkoperasi serta tata laksana rumah tangga sandang dan pangan ;
m. Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan pedesaan serta pengembangan asuhan dan anak dalam keluarga, pemasyarakatan hak anak dan Bina Keluarga dan Balita ;
n. Meningkatkan peran serta remaja dalam kegiatan Posyandu dan Dasa Wisma ;
o. Mengadakan kelompok  bermain dan pengembangan kreativitas ;
p. Mengadakan perkumpulan pengajian / agama anak dan remaja, pengadaan taman kanak kanak keliling serta kelompok kesadaran hukum remaja ;
q. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
r. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai bidang tugasnya;
s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
t. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
u. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilai prestasi kerja ;
v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6.2. Kepala Seksi  Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa  dan Swadaya Gotong Royong.
Tugas Kepala  seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif  Masyarakat Desa dan Swadaya Gotong Royong :
Membantu sebagaian tugas Kepala Bidang Kelembagaan , Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya dalam tugas Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa dan Swadaya Gotong Royong .
Fungsi Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa dan Swadaya Gotong Royong :
a. Penyusunan dan perumusan  kebijakan pemberdayaan masyarakat ;
b. Penyusunan dan perumusan kaderisasi masyarakat ;
c. Penyusunan dan perumusan fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif ;
d. Penyusunan dan perumusan fasilitasi lembaga swadaya masyarakat desa dan swadaya gotong royong.
Uraian Tugas Kepala seksi Perencanaan  Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa dan Swadaya Gotong Royong  Masyarakat  :
a. Melaksanakan  kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pelaporan serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi Pemberdayaan masyarakat perdesaan, kaderisasi  dan pengelolaan pembangunan partisipatif ;
b. Melaksanakan  kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat desa ;
c. Merumuskan kebijan Fasilitasi  kader pemberdayaan Masyarakat Desa ;
d. Menyusun prgram kegiatan serta pelaksanaan pengembangan budaya gotong royong masyarakat desa ;
e. Membentuk kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong ;
f. Membina terhadap tokoh-tokoh informal yang berpengaruh terhadap pengembangan budaya gotong royong ;
g. Mengembangkan partisifasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan ;
h. Meningkatakan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3 MD) ;
i. Melaksanakan  kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi kerjasama desa dan bina pengelolaan fasilitasi kemitraan ;
j. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan ;
k. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya ;
l. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan sesuai bidang tugasnya ;
m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku ;
n. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
o. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilai prestasi kerja ;
p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6.3. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat  Desa dan  Sosial Budaya
Tugas Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat  Desa dan Sosial Budaya   :
Membantu sebagian Tugas Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya dalam tugas Kelembagaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya  .
Fungsi Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat  Desa dan Sosial Budaya :
a. Penyusunan dan perumusan kelembagaan masyarakat Desa ;
b. Penyusunan dan perumusan Program Kesejahteraan sosial masyarakat, adat budaya, perlindungan masyarakat dan akses informasi masyarakat ;
c. Penyusunan dan perumusan pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa ;
d. Penyusunan dan perumusan penataan kelembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
e. Penyusunan dan perumusan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lainnya.
f. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan sosial ;
g. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan fasilitasi adat dan kearifan lokal ;
h. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan fasilitasi seni budaya ;
i. melaksanakan kebijakan , standarisasi, bimbingan teknis , supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa ;
j. Melaksanakan kebijakan , standarisasi, bimbingan teknis , supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan media informasi masyarakat ;


Uraian Tugas Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat  Desa dan Sosial Budaya  :
a. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan ;
b. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya ;
c. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib ;
d. Menata Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
e. Membentuk tim pembina kelembagaan pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan ;
f. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan sosial ;
g. Memberikan perhatian terhadap anak cacat, anak kurang beruntung, anak yang diperlakukan salah dan anak sangat cerdas dan berbakat serta pengembangan anak asuhan dalam masyarakat ;
h. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan fasilitasi adat dan kearifan lokal ;
i. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kegiatan lembaga adat ;
j. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan fasilitasi seni budaya ;
k. melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa ;
l. Melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan media informasi sosial budaya masyarakat ;
m. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan ;
n. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja ;
o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
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